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Nomor : 200/PM.00.01/K.SB/08/2024 Padang Panjang, 20 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan Pencegahan

Kepada Yth :
KETUA KPU KOTA PADANG PANJANG
di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
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B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Padang Panjang menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang
menyatakan:
(1) Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan
Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan
administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon;

(3) Tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi: a. persiapan pelaksanaan pendaftaran; b. pelaksanaan pendaftaran; dan c.
pemeriksaan kesehatan.

(4) Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan
persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi
calon.

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang
menyatakan:
(1) Kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 8
Tahun 2024 yang menyatakan:
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi

calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat
(1);

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
sampai dengan Pasal 33;

(3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon;

(4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan bantuan Silon

Bahwa berdasarkan pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang
menyatakan:
(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang
berwenang;

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.



Bahwa berdasarkan pasal 184 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang yang menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau
menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang
diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh
dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

C. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon,
Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada
Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Padang Panjang, sebagai upaya pencegahan,
Bawaslu Kota Padang Panjang mengimbau kepada KPU Kota Padang Panjang agar:
1. Memperhatikan proses pencalonan yang dilakukan oleh Partai Politik, dengan

memperhatikan keaslian dokumen yang dilampirkan sebagai salah satu syarat
pendaftaran pencalonan

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

KETUA,

HIDAYATUL FAJRI, S.IP




